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Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 menetapkan
sistem terintegrasi, termasuk perencanaan, penggunaan, dan pengawasan tata
ruang. Namun, Qanun 2013 untuk Kabupaten Aceh Utara menambah aspek zonasi
lahan, perlindungan lingkungan, dan infrastruktur. Penyimpangan terlihat dalam
pembangunan liar, pemukiman di sungai, pelebaran jalan, dan pembukaan lahan
wisata sebelum penetapan Qanun.

Tujuan penelitian adalah menganalisis Pelaksanaan Qanun Nomor 7
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang di Kabupaten Aceh Utara. Rumusan
masalah mencakup pada Bagaimana analisis Rencana Tata Ruang Berdasarkan
Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang di Wilayah Kabupaten
Aceh Utara Tahun 2012-2032 dan Bagaimana Pelaksanaan Qanun Nomor 7 Tahun
2013 tentang Rencana Tata Ruang di Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-
2032.

Metode Penelitian ini adalah kualitatif dengan metodologi yuridis normatif
yang menganalisis masalah dan membangun pemahaman mendalam melalui data
normatif seperti kata-kata tertulis dan peraturan perundang-undangan.
Pendekatannya adalah dengan menelaah teori, konsep, dan asas-asas hukum secara
deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa RTRW Kabupaten Aceh Utara
seharusnya memberikan arahan bagi pengembangan wilayah dan menyelaraskan
kebijakan penataan ruang antara level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
Namun, terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Qanun Nomor 7 Tahun 2013,
seperti pembangunan di daerah sungai tanpa tindakan atau sanksi dari pemerintah
setempat. Meskipun terdapat kebijakan untuk pengembangan sektor utama, masih
terdapat masalah dalam pembangunan seperti peningkatan frekuensi dan dampak
bencana alam, alih fungsi lahan, dan kurangnya akses dan pasar.

Saran perlu evaluasi tentang penataan ruang diwilayah tata ruang aceh utara
dan identifikasi hambatan dalam pelaksanaan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang di Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya, perlu disusun strategi
dan tindakan konkret, termasuk peningkatan infrastruktur, koordinasi antarinstansi,
dan kesadaran masyarakat. Penting juga meningkatkan peran BKPRD Aceh Utara
untuk memastikan implementasi yang efektif dan meminimalkan pelanggaran
aturan tata ruang.
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